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BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

NOMOR Ll?7 TAHUN 2024 SERI F NOMOR 9

PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2024-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis
Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksaﬁa Teknis
Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan
Hidup Kab. Samosir Tahun 2024-2028.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang—[in‘d@g Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; ’

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten
Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4346);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia....../




Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan daerah
Kabupaten/ Kota Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahu 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia ’Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634)
Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah

Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten

Samosir........./




Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016
Tentang pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten
Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir
Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1
Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun
2024 Nomor 1 Seri B Nomor 18);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

13. Peraturan Bupati Samosir Nomor 84 Tahun 2021
Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah
Laboratorium Lingkungan Kabupaten Samosir (Berita
Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 90
Seri F Nomor 760).

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMOSIR TAHUN

2024-2028.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Samosir.
Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

lingkungan hidup pada Pemerintah Kabupaten Samosir.




10.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Laboratorium Lingkungan yang selanjutnya disebut Laboratorium adalah
Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Lingkungan yang
merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup.
Kepala Laboratorium Lingkungan adalah Kepala Laboratorium Badan
Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium
Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah yang
selanjutnya disingkat Rencana Bisnis Anggaran adalah dokumen
perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program,
kegiatan, target kinerja, dan anggaran Badan Layanan Umum Daerah.
Rencana Strategi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis
Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024-
2028 yang selanjutnya disingkat Renstra Laboratorium Lingkungan adalah
dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas daerah dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas
dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan

pengelolaan daerah pada umumnya.

BAB II
PENETAPAN
Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Renstra Laboratorium Lingkungan

(2)

Tahun 2024-2028.

Renstra Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam hal ini UPTD
Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dalam menyusun
menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan
alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis

bisnis.

BAB III
SISTEMATIKA
Pasal 3

Naskah Renstra Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.

Bab I :  Pendahuluan

b.BabIl......../




b. Bab Il :  Gambaran Umum Laboratorium Lingkungan
c. Bablll :  Kondisi Kinerja Tahun Berjalan
d. BablV : Analisis Faktor Lingkungan
e. BabV :  Rencana Strategis
Bab VI :  Penutup
Pasal 4

Isi beserta uraian naskah Renstra Laboratorium Lingkungan tahun 2024-2028
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kepala Laboratorium wajib melaksanakan Renstra Laboratorium Lingkungan

dalam rangka mendukung visi dan misi Laboratorium di lingkungan

Pemerintah Kabupaten tahun 2024-2028.

Pasal 6

(1) Kepala Laboratorium melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
pelaksanaan Renstra Laboratorium Lingkungan.

(2) Kepala Laboratorium menyampaikan laporan hasil pengendalian dan
evaluasi Renstra Laboratorium Lingkungan kepada Bupati melalui Kepala
Dinas Lingkungan Hidup.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 24 September 2024

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
VANDIKO T. GULTOM
Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir-
Nomor 45 Tahun 2024
Seri F Nomor 4l

Tanggal th September 2024
Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir

S

MARUDUT TUA NJAK




LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2024-2028.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana dimaklumi salah satu agenda reformasi di bidang keuangan
negara adalah penganggaran tradisional menjadi penganggaran berbasis
kinerja. Dengan berbasis kinerja ini, arah penggunaan dana pemerintah tidak
lagi berorientasi pada input tetapi pada output. Pendekatan penganggaran
berbasis kinerja sangat diperlukan bagi satuan kerja pemerintah daerah yang
memberikan pelayanan kepada publik dengan cara mewiraswastakan
pemerintah (enterprising the government) yang telah diatur dalam UU
No.17/2003 tentang Keuangan Negara.

Selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara membuka koridor baru bagi penerapan basis kinerja
ini di lingkungan pemerintah. Dengan Pasal 68 dan Pasal 69 dari undang-
undang tersebut, instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya
memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan
keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan
efektivitas. Instansi demikian, dengan sebutan umum sebagai Badan Layanan
Umum (BLU), diharapkan menjadi contoh konkrit dari penerapan manajemen
keuangan berbasis pada hasil (kinerja).

Peluang ini secara khusus disediakan bagi satuan-satuan kerja
pemerintah yang melaksanakan tugas operasional pelayanan publik (seperti
layanan kesehatan, pendidikan, pengelolaan kawasan, dan lisensi), untuk
membedakannya dari fungsi pemerintah sebagai regulator dan penentu
kebijakan.

Peluang dari regulasi lainnya seperti yang ditetapkan oleh Undang-
Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 346
menyebutkan bahwa Daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum
Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan
tersebut membawa konsekuensi perlunya penetapan aturan main pada
lembaga BLUD. Sebagai tindak lanjut dari Undang-undang No. 23 Tahun 2014
tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.




BLUD bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
dalam rangka memajukan Kkesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan
keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan
praktek bisnis yang sehat.

BLUD beroperasi sebagai unit kerja pemerintah daerah untuk tujuan
pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan
yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan.

Penyusunan Rencana Strategis Bisnis (RSB) bagi organisasi pemerintah
merupakan kewajiban sebagai upaya mewujudkan tata kelola sistem yang
modern. RSB merupakan salah satu perangkat strategis bagi pimpinan
organisasi pemerintah yang memandu dan mengendalikan arah gerak
serangkaian prioritas pengembangan organisasi, berbagai unit kerja di
bawahnya, dan mitra kerja untuk bergerak searah dan bersinergis menuju
tujuan-tujuan keseluruhan organisasi. Dengan memusatkan organisasi
pemerintah pada hal-hal yang sangat penting, RSB bertindak sebagai kompas
yang membantu pengambil keputusan di berbagai tingkatan organisasi untuk
mengetahui kapan bertahan di jalur dan kapan perlu mengubah strategi
organisasi dalam menghadapi dinamika tuntutan stakeholders.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada
hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampéi dengan 3
(tiga) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada
atau mungkin timbul dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas
serta mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat
dilingkungan yang berubah sangat cepat. Instansi pemerintah harus terus-
menerus melakukan perubahan kearah peningkatan berkelanjutan
(continuous improvement).

Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten
dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja
yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Perencanaan strategis
mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran
yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan
mengantisipasi perkembangan masa depan.

Dasar pemikiran Rencana Strategis Bisnis sebagai pedoman
penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir sebagai Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD), tentu didasari bahwa BLUD adalah instansi di lingkungan pemerintah

yang dibentuk untuk membefikan pelayanan kepada masyarakat berupa




penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan

dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan

produktivitasnya.

Tujuan penyusunan RSB Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium

Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir adalah:

(1) Meningkatkan pelayanan yang profesional kepada masyarakat/

Industri/Instansi.

(2) Menerapkan fleksibilitas pengelolaan keuangan secara efektif dan

produktif.

(3) Mengarahkan kebijakan dan mengoptimalkan alokasi sumberdaya

UPTD Laboratorium untuk pencapaian visi dan misi organisasi.

Dalam rangka mengembangkan Badan Layanan Umum Daerah, maka

diperlukan suatu pola manajemen penyelenggaraan yang lebih fleksibel pada

aspek-aspek sebagai berikut:

1.

Fleksibilitas dalam pengelolaan organisasi, dimana pengaturan
organisasi dan tata kelola diatur secara mandiri dengan tetap
memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

Fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya manusia, dimana UPTD

Laboratorium memiliki kewenangan untuk mengelola pegawai BLUD,

baik PNS dan profesional non-PNS. |

Fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset, sehingga diberi

kewenangan dapat menggunakan pendapatannya secara langsung

untuk belanja dan mengoptimalkan kinerja dari aset yang dimilikinya,
serta memberikan insentif untuk pengelolaan aset yang lebih baik
meliputi:

a. Fleksibilitas pengelolaan pendapatan meliputi penggalian sumber
pendapatan terkait langsung maupun tidak langsung serta
kewenangan menggunakan secara langsung pendapatan yang
diperoleh dari masyarakat/ kelompok masyarakat tanpa terlebih
dahulu disetor ke kas daerah;

b. Fleksibilitas pengelolaan keuangan, yakni flexible budget dengan
ambang batas, pengelolaan kas dengan memanfaatkan idle cash
dan hasil untuk BLUD, serta akuntabilitas mengikuti standar
akuntasi keuangan; '

c. Pengelolaan piutang, dapat memberikan piutang usaha dan
melakukan pengelolaannya sesuai dengan ketentuan;

d. Pengelolaan barang, dimana kekayaan Unit Pelaksana Teknis

Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup







